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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan
kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh
dan, berkembang secara wajar;

bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan
pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya
perlindungan terhadap anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Catat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission
to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan  Bekerja) (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 3835);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
Convention Nomor 182 Corcerning The Prohibition and Immediate
Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour
(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
kesejahteraan Anak bermasalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagiaan
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 694);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat,
dan orang tua yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi
resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat
ketiga.

9. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/
atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
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Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami
hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau
lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,
pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah
satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang
anak secara wajar.

Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur
dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah
untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah
mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga,
disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan
tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau
yang melihat dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu
tindak pidana.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,
mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan
organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi
profesional dalam bidangnya.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
baik fisik, mental, seksual, dan psikologi.
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Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan
anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan
tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak
dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat
ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik termasuk bila
didalamnya  terdapat pembatasan atau penghilangan
kesempatan anak memperoleh haknya.

Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan
terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi
yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap
kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan
anak.

Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian
pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan
pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh
kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi
bahaya.

Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan
mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya
kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
terhadap anak.

Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan
keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko
mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran.

Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi,
penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang
menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi,
dan atau penelantaran.

Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan
pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar
pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua
asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam
lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak
atau nama lain sejenisnya.

Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi
aspirasi anak dan/ atau kelompok anak yang ada di Kabupaten
Kuningan.

Kabupaten Layak Anak adalah Sistem pembangunan
kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya
pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak
anak.



BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak,
meliputi :

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat
menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan
terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat
sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus
bagi anak yang berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh
pendidikan khusus, demikian juga anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
penelantaran;

. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
ketidakadilan; dan

® o o T

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orangtua, wali atau pegasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali



jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi;

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum;

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku
dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB



Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak,
dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban
orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung
jawab terhadap anak;

(2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan
anak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat
kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat



Pasal 24

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 25

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minat; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, dan tanggung jawab, maka kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian kesatu
Agama

Pasal 26

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut
agamanya,;

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang di
peluk anak mengikuti agama orangtuanya.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan
lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk
agamanya,;

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan,
pengalaman ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua



Kesehatan

Pasal 28

(1) Pemerintah  Daerah  wajib menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi
anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang
optimal sejak dalam kandungan;

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan
secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didukung oleh peran serta masyarakat;

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan;

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi
keluarga yang tidak mampu;

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan
anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya;

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi
anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya dari pihak lain;

(2) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi
anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh
anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai
objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan



Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar
minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh
pendidikan.

Pasal 33
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diarahkan pada:

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka
yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan
kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas
budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional
dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban
sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan
hidup.

Pasal 34

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama
dan aksessibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 35

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya
pendidikan dan/ atau bantuan cuma-cuma dari pelayanan
khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar,
dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;

(2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk
berperan aktif.



Pasal 37

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah,
atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau
lembaga pendidikan lainnya.

(1)

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar
lembaga.

Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;

Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak yang terkait;

Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan
oleh Dinas terkait.

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan, wajib mengupayakan dan membantu anak, agar
anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati
nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan
tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan
berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat
kesehatan dan keselamatan.

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan
disesuaikan dengan wusia, tingkat kemampuan anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu
perkembangan anak.

Pasal 40

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya
melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 38, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak
sebagai anak terlantar.

Pasal 41

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan
perawatan anak terlantar yang bersangkutan;

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib
menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya
untuk berperan dalam perlindungan anak;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorang, lembaga perlindungan anak,
lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan
media massa.

Pasal 43

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum
pertisipasi anak;

(2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi
domisili geografis anak, komponen kelompok sosial, budaya
anak dan latar belakang pendidikan anak;

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak,
Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi



pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi
anak;

(4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum
partisipasi anak dapat berasal dari:

a.
b.

luran dari anggota forum partisipasi anak;

Sumbangan dari masyarakat atau pihak swasta yang bersifat
tidak mengikat;

Bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau

d. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 45

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak
Anak oleh Bupati;

(2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :

a.

b.
C.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan
pengembangan Kabupaten Layak Anak;

Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;

Melakukan sosialisai, advokasi dan komunikasi informasi,
dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;

Mengumpulkan data dasar;

Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data
dasar;

Melakukan diseminasi;

Menentukan fokus dan prioritas dalam mewujudkan
Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi
daerah;

. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5

(lima) tahunan dan mekanisme kerja;

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekurang-



(3)

kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Keanggotaan Gugus Kabupaten Layak Anak diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 46

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus
Tugas Kabupaten Layak Anak;

Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan
di kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan,;

Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak
yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1-8-2013
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Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP BETIAWAN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat,
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi
serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta
hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk
menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan
oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan
anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
Pemerintah Daerah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun
sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi
anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh,
memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas)
tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,
dan komprehensif, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak
berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak,
perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga



keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang
digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian
dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok
yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu :

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang
diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan
kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah
bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
olenh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif,
maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan
utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup,
dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak
yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan
orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak
adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13



Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jela
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jela
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36



Ayat (1)
Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dalam berbagai aspek,
seperti tidak/ belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan
pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana
komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesulitan
yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di daerah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
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